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BUPATI BANTUL  

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  

PERATURAN BUPATI BANTUL 

NOMOR    53    TAHUN 2020 

 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 10 TAHUN 

2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN  RINCIAN DANA 

DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2020 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA   

BUPATI BANTUL,  

 

Menimbang : bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna pelaksanaan 

penyaluran BLT Desa yang bersumber dari Dana Desa, perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara 

Pembagian Dan Penetapan  Rincian  Dana Desa Setiap Desa di 

Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Daerah Istimewa  Jogjakarta (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44); 

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5495); 
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4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang 

Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 

Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-

Daerah Kabupaten di  Djawa Timur/Tengah/Barat dan 

Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 1950 Nomor 59); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 

Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6321); 
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7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana 

Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 

8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang 

Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5864); 

8. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang 

Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona 

Virus Disease 2019 (Covid-19); 

9. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang 

Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Vints 

Disease 2019 (COVID l9/ Sebagai Bencana Nasional; 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 

tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 

12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 

dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas 

Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan 

Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 tahun 2020 

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, 

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 

11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 

Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 367); 

 



4 
 

 

13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 

dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman 

Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

1261); 

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 

tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2020 tentang 

Pengelolaan Dana Desa, (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 384); 

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 

tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa 

Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona 

Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Menghadapi 

Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2019 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 

2019 Nomor 16); 

17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2019 tentang 

Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan 

Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten 

Bantul Tahun 2019 Nomor 28); 

18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2019 Tentang 

Siklus Tahunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul 

Tahun 2019 Nomor  76); 

19. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten 

Bantul Tahun 2019 Nomor 82); 

20. Peraturan Bupati Bantul Nomor 83 Tahun 2019 tentang 

Sinkronisasi Program dan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Desa Dengan Anggaran Pendapatan Dan Belanja 
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Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten 

Bantul Tahun 2019 Nomor 83); 

21. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara 

Pembagian Dan Penetapan  Rincian  Dana Desa Setiap Desa 

di Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah 

Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 10) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 45 

Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 

Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian Dan 

Penetapan  Rincian  Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten 

Bantul Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten 

Bantul Tahun 2020 Nomor 45); 

 

MEMUTUSKAN :  

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 

PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2020 TENTANG TATA 

CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN  RINCIAN DANA DESA 

SETIAP DESA DI KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 

2020. 

Pasal I 

Ketentuan ayat (3) Pasal 19D Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2020 tentang 

Tata Cara Pembagian Dan Penetapan  Rincian  Dana Desa Setiap Desa di 

Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bantul 

Tahun 2020 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati 

Bantul Nomor 45 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 

10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan  Rincian  Dana 

Desa Setiap Desa di Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah 

Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 45) diubah sebagai berikut : 

Pasal 19D 

(1) Perhitungan penetapan penggunaan dana desa untuk BLT Desa diatur 

sebagai berikut : 

a. Desa penerima Dana Desa Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) 

sampai dengan Rp.1.200.000.000,- (satu milyard dua ratus juta rupiah) 

mengalokasikan BLT Desa paling banyak sebesar 30% (tiga puluh persen) 

dari jumlah Dana Desa; 
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b. Desa penerima Dana Desa lebih dari Rp.1.200.000.000,00 (satu milyard 

dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT Desa paling banyak sebesar 

35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah Dana Desa. 

(2) Dalam hal Desa yang jumlah keluarga miskinnya suatu desa melebihi 

ketentuan prosentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah 

Desa dapat menambah prosentase alokasi untuk BLT Desa sesuai dengan 

kebutuhan setelah mendapat persetujuan Bupati melalui Dinas 

Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat 

dan Desa. 

(3) Penyaluran BLT Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan metode 

tunai langsung kepada Penerima atau non tunai (cash less) melalui Bank 

Umum; 

(4) Jangka waktu dan besaran pemberian BLT Desa sebagai berikut : 

a. Masa penyaluran BLT Desa 3 (tiga) bulan terhitung mulai bulan April 

2020; dan 

b. Besaran BLT Desa per Bulan sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu 

rupiah) per keluarga. 

Pasal II  

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.  

Ditetapkan di Bantul 

pada tanggal   4   Mei 2020 

BUPATI BANTUL,   

ttd 

SUHARSONO   

Diundangkan di Bantul 

pada tanggal   4    Mei 2020 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,   

ttd 

HELMI JAMHARIS 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020 NOMOR 53 


